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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke 
masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dibidang 
kenegaraan maupun dibidang sosial dan  ekonomi. Pada mulanya pajak 
merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela 
oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara. Pajak yang 
dipungut dipakai untuk menjaga keamanan negara, menyediakan jalan 
umum, membayar gaji dan lain-lain. 
Penerimaan pajak dapat meningkat bila adanya suatu aturan yang 
termuat dalam undang-undang perpajakan yang tepat, kesadaran dan 
kepatuhan Wajib Pajak serta aparat perpajakan yang cakap dan bersih. 
Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah sehubungan dengan tujuan 
tersebut diatas adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan dengan 
melakukan perubahan terhadap undang-undang yang lama. 
Menurut mekanisme pemungutannya, pajak dibedakan atas pajak 
langsung dan pajak tidak  langsung. Secara ekonomis, untuk membedakan 
pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, 
yaitu : 
a. Penanggung jawab pajak (taxpayer), adalah orang yang secara formil 
yurudis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat 
faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. 
b. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti 
ekonomis memikul beban pajak. 
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c. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat 
undang-undang harus memikul beban pajak (destinataris). 
Sejarah Pajak Pertambahan Nilai sebagai sub kelompok dari Pajak 
tidak langsung, di Indonesia dimulai dari dengan dipungutnya secara resmi 
Pajak Pembangunan tanggal 1 Juni 1947. kemudian berubah menjadi Pajak 
Peredaran tahun 1950 dengan tarif  2,5% secara akumulatif. Namun ini  
hanya berjalan selama 9 (Sembilan) bulan. Masa pajak berikutnya dikenal 
dengan pajak penjualan sesuai dengan peraturan pemerintah, yang 
kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 1953, 
namun Pajak Penjualan ini tidak menjelaskan secara rinci objek pajaknya. 
Tahun  1983 terjadi reformasi sistem perpajakan nasional dengan 
diundangkannya UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan 
pajak penjualan barang mewah yang berlaku efektif mulai 1 januari 1984, 
yang  selanjutnya dilakukan perubahan untuk pertama kalinya, dengan 
diundangkannya UU No.11 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.8 
tahun 1983 yang berlaku efektif mulai 1 januari 1995. Berikutnya tahun 2000 
dilakukan lagi perubahan dengan diundangkannya UU No.18 tahun 2000 
tentang perubahan kedua atas UU No.8 tahun 1983, terakhir dilakukan 
perubahan untuk yang ketiga kalinya dengan diberlakukannya UU No. 42 
tahun 2009, tentang perubahan ketiga atas UU No.8 tahun 1983. Penerapan 
atas peraturan-peraturan perpajakan diatas dalam tulisan ini selanjutnya 
disebut sebagai UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak 
sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai 
dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Karena itu, peranan undang-
undang perpajakan dalam dunia pajak sangatlah penting. Undang-undang 
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pajak menjelaskan tentang keharusan untuk membuat pembukuan menurut 
prinsip pembukuan tersebut yang untuk Indonesia dikenal sebagai Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK). 
Laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan swasta atau 
perusahaan komersil ada perbedaan dengan bentuk laporan keuangan yang 
disusun oleh entitas  pemerintah. Adanya perbedaan itu disebabkan oleh 
orientasi kedua perusahaan tersebut tidak sama. Satu sisi perusahaan 
komersil berorientasi laba, disisi lain entitas pemerintah lebih berorientasi 
kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat luas. 
Pemerintah memikirkan bagaimana menggunakan anggaran dana 
yang disediakan negara sebaik-baiknya sehingga tujuan utama dari kegiatan 
tersebut tercapai. Dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, pemerintah 
menerapkan acuan yang diberikan oleh negara mengenai bentuk laporan 
pertanggung jawaban keuangan serta penggunaan anggaran secara tepat 
dan proporsional. 
Undang-undang perpajakan khususnya yang  membahas tentang 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM) mempunyai kaitan erat dengan bentuk laporan yang dihasilkan 
oleh entitas pemerintah. PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah 
berdasarkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan tatacara 
pemungutan dan pelaporan pajak dalam pelaksanaan APBN di lingkungan 
kementerian pekerjaan umum melalui beberapa mekanisme pelaporan yang 
diawali dari kegiatan pemungutan, penyetoran sampai pada pembuatan 
laporannya. 
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1.2 Rumusan  Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
rumusan masalah adalah sebagai berikut : “Apakah mekanisme pelaporan 
PPN dan PPnBM yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi 
Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya.” 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan PPN dan PPnBM yang 
dilakukan oleh Dinas Bina Marga provinsi sulawesi selatan. 
2. Membandingkan mekanisme pelaporan PPn dan PPnBm yang dilakukan 
oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sesuai peraturan 
perpajakan yang berlaku. 
1.4 Kegunaan Penelitian  
Adapun manfaat penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan pengetahuan peneliti pada khususnya dan pembaca 
pada umumnya tentang undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
1984 dan perubahannya. 
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca dalam membandingkan 
perlakuan perpajakan yang  undang-undang dan  Dinas Bina Marga 
provinsi Sulawesi-Selatan. 
3. Sebagai bahan pertimbangan, pembanding, serta bahan pustaka bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengartian Pajak 
Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang 
berbeda-beda mengenai pajak, namun dengan berbagai definisi tersebut 
mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut ini kutipan beberapa 
pendapat tentang definisi pajak. 
Sumitro dalam suandy (2008, hal 8) mengatakan bahwa pajak adalah 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (publik 
saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik 
(publik investment). 
Bratodiharjo dalam waluyo (2007, hal. 21) mengatakan bahwa pajak 
adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh wajib bayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung data ditunjuk, dan yang digunakan adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 
Ensiklopedia umum dalam effendi (2008, hal. 19) mengatakan bahwa 
pajak adalah sebagai iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan 
undang-undang tanpa balas jasa secara langsung kepada rakyat sebagai 
wujud hasil penyerahannya tersebut. 
Djajadiningrat dalam resmi (2008, hal. I) mengatakan bahwa pajak 
adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
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memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut  
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum. 
Adriani dalam Trisnawati dkk (2008, hal. 3) mengatakan bahwa pajak 
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
wajib bayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 
Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 
Dari definisi yang telah di kemukakan sebelumya dapat disimpulkan 
bahwa pajak memiliki unsur: 
1. Iuran dari rakyat ke kas Negara. Yang berhak memungut pajak adalah 
Negara, iuran tersebut berupa uang. 
2. Berdasarkan undang-undang, pajak di pungut berdasarkan dengan 
ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaan. 
3. Tanda jasa timbal (kontrapretasi) dari negara yang secara langsung 
yang dapat di tunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individu dari pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Dilihat dari apa yang telah diuraikan di muka tampaknya fungsi pajak 
terbagi atas dua yaitu sebagai berikut, Resmi (2005,hal.2): 
1. Fungsi sumber keuangan Negara (budgetair) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 
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maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 
2. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 
dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 
keuangan. 
Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, seperti yang dilakukan 
oleh Mardiasmo (2008, hal 4) sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak 
untuk mengajukan keberatan penundaan dalam melakukan pembayaran 
dan mengajukan hak banding kepada majelis pertimbangan pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 
Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk mengatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun bagi warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)   
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian pada masyarakat. 
8 
 
 
 
4. Pemunngutan pajak harus efisien (syarat financial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus di tekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
Resmi (2008, hal 10) mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak 
pada dasarnya dibedakan menjadi tiga sistem yaitu: 
1. Official assessment system 
Sistem dimana wewenanng untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang terletak pada fiskus (aparat pemungutan pajak). Dalam sistem ini 
yang aktif adalah fiskus, sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Wajib pajak 
tidak wajib membayar pajak sepanjang belum ada surat ketetapan pajak 
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemungutan pajak daerah pada 
umumnya menganut official assesment sistem ini. 
2. Self assesment system 
Sistem di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang diserahkan kepada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak 
harus aktif menghitung, menyetor, dam melaporkan sendiri pajak yang 
terutang tanpa menunggu adanya ketetapan pajak dari pemerintah. Disini 
tugas fiskus hanya memberikan penyuluhan,pelayanan, dan 
pengawasan. Jadi inisiatif dan aktivitas pemungutan pajak terletak pada 
wajib pajak, sedangkan fiskus bersifat pasif. 
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3. With holding system 
Sistem ini menentukan bahwa yang menetapkan jumlah pajak yang harus 
di bayar bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan, melainkan 
pihak ketiga adanya sistem ini sebagai alat untuk mengawali pelaksanaan 
self assesment system. Dalam sistem ini pihak ketigalah yang aktif 
sedangkan wajib pajak dan fiskus pasif. Sistem ini dipakai pada jenis 
pajak pusat. 
Ditinjau dari sudut perbedaannya, pajak menjadi pajak langsung dan 
pajak tidak langsung terjadi jika terdapat kegiatan, peristiwa, perbuatan 
yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan 
barang atau jasa. 
Menurut smith dalam soemarso (2003 hal.5) asas-asas 
pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada: 
1. Equality 
Perbedaan pajak diantara subjek hendaknya seimbang dengan 
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang 
dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini 
tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara 
sesama wajib pajak. 
2. Certainty 
Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal 
kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang 
diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, 
dan ketentuan mengenai pembayarannya. 
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3. Convenience of payment 
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib 
pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya 
penghasilan / keuntungan yang dikenakan pajak. 
4. Economic of collections 
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefesien) 
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari 
penerimaan pajak yang diperoleh. 
 
2.2 Pajak Pertambahan Nilai 
2.2.1  Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang 
dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik 
konsumsi barang kena pajak (BKP) atau konsumsi jasa kena pajak 
(JKP). Barang kena pajak adalah semua barang berwujud dan tidak 
berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa dan tidak 
bergerak, dikecualikan sebagai barang kena pajak adalah semua 
barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang 
diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang 
sangat dibutuhkan rakyat banyak, uang, emas batangan, dan surat-
surat berharga. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak adalah 
setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang 
dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pengecualian 
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JKP adalah jasa bidang pelayanan kesehatan medis, jasa dibidang 
pelayanan sosial, jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, 
jasa dibidang perbangkan, jasa dibidang keagamaan, asuransi dan 
sewa guna usaha dengan hak opsi, jasa dibidang pendidikan, jasa 
dibidang kesenian dan hiburan yang tidak bersifat komersial, jasa 
dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, jasa dibidang angkutan 
umum, jasa dibidang tenaga kerja dan jasa yang disediakan 
pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. 
2.2.2 Subjek PPN 
Subjek pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), dimana pengusaha yang melakukan penyerahan 
barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang di 
kenakan pajak berdasarkan undang-undangg PPN tidak termasuk 
pengusaha kecil yang batasannya di tetapkan menteri keuangan 
kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi 
PKP. 
Berdasarkan pasal PP Nomor 22 Tahun 1985. PP Nomor 28 
Tahun 1988  serta PP Nomor 75 Tahun 1991 yang menyebutkan 
beberapa contoh yang termasuk PKP sebagai subjek PPN yaitu: 
a. Pabrikan  
b. Pedagang besar 
c. Pemborong atau kontraktor 
d. Pengusaha jasa telekomunikasi 
e. Pengusaha lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak 
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2.2.3 Objek PPN 
Objek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang 
dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ada delapan kegiatan yang 
ditegaskan undang-undang PPN sebagai objek PPN, yaitu: 
a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang 
dilakukan oleh pengusaha; 
b. Impor barang kena pajak; 
c. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan didaerah pabean 
oleh pengusaha; 
d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah 
pabean di dalam daerah pabean; 
e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam 
daerah pabean; 
f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak; 
g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena 
pajak; dan 
h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 
Agar penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak bisa 
terkena PPN, atas penyerahan barang dan jasa tersebut harus 
memenuhi empat syarat, yaitu: 
a. Yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak 
(karena ada bentuk penyerahan barang yang tidak dikenakan 
pajak); 
b. Dilakukan didalam daerah pabean; 
c. Tindakan penyerahannya merupakan penyerahan kena pajak 
(karena ada bentuk penyerahan yang tidak dikenakan pajak). 
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d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaan sehari-hari. 
2.2.4 Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak 
Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan 
penyerahan barang kena pajak. Yang termasuk dalam penyerahan 
barang kena pajak yaitu : 
a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu 
perjanjian. 
b. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa 
beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). 
c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara 
atau melalui juru lelang. 
d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas 
barang kena pajak. 
e. Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang 
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan. 
f. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar 
cabang. 
g. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi, dan 
h. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak 
dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan 
berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap 
langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang 
membutuhkan barang kena pajak. 
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Selain itu, yang tidak termasuk penyerahan barang kena 
pajak yaitu : 
a. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana 
dimaksud dalam kitab undang-undang hukum Dagang; 
b. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang-piutang 
c. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f dalam hal pengusaha kena pajak melakukan 
pemusatan tempat pajak terutang 
d. Pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, 
peleburan pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha 
dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang 
menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak; dan 
e. Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula 
tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas 
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.  
 
2.2.5 Sistem Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak pertambahan nilai dikenakan atas setiap tambahan nilai 
dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena 
pajak. Karena sistem pemungutannya yang hanya dikenakan 
terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya 
menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak dalam pajak 
pertambahan nilai adalah dengan mengurangkan pajak keluaran 
dengan pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan 
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nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak 
atau jasa kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak 
pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atas 
penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jika pajak 
masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan timbul pajak 
kurang bayar (hutang PPN) sedangkan jika pajak masukan lebih 
besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar 
(piutang PPN) 
2.2.6 Faktur pajak 
Waluyo (2009, hal. 270) mengatakan bahwa faktur pajak 
adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak 
kerena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena 
pajak atau bukti pungutan pajak karna impor barang kena pajak 
digunakan oleh direktorat jenderal Bea dan Cukai. 
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur Pajak untuk 
setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan didaerah 
pabean atau ekspor barang kena pajak dan untuk setiap penyerahan 
jasa kena pajak yang dilakukan didalam daerah pabean. Perbuatan 
faktur pajak bersifat wajib bagi setiap pengusaha kena pajak, karena 
faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara 
kerja (mekanisme) pengkreditan PPN. Ada tiga macam bentuk faktur 
pajak, yaitu: 
a. Faktur pajak standar 
Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam kep. Dirjen 
Pajak No. Kep-53/PJ/1994. Faktur pajak standar harus dibuat 
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sekurang-kurangnya dalam dua rangkap, yaitu lembar pertama 
untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti pajak 
masukan dan lembar kedua untuk BKP yang menerbitkan faktur 
pajak standar sebagai bukti pajak keluaran. 
b. Faktur pajak gabungan 
Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang dapat 
digunakan untuk beberapa kali penyerahan BKP atau JKP 
kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan 
dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya 
pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya 
penyerahan BKP atau JKP. 
c. Faktur pajak sederhana adalah dokumen yang disamakan 
fungsinya dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang 
melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli 
BKP atau yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. 
2.2.7 Perhitungan pajak pertambahan nilai 
Pajak pertambahan nilai dihitung berdasarkan tarif pajak 
pertambahan nilai dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak 
pertambahan nilai adalah 10% dasar pengenaan pajak yang 
digunakan untuk penyerahan BKP adalah sebesar nilai jualnya, 
sedangkan jika penyerahan dalam bentuk JKP maka dasar 
pengenaan pajaknya adalah nilai impor dan nilai lain yang ditetapkan 
dalam keputusan menteri keuangan. 
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2.3 Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)  
Pajak penjualan barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan pajak 
tambahan disamping PPN atas konsumsi barang. Berbeda dengan PPN 
yang dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi, PPnBM hanya 
dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan, yaitu pada saat 
penyerahan oleh pabrikan barang kena pajak tergolong Mewah (BKPTM) 
atau saat impor BKPTM. Oleh karena hanya dipungut satu kali pada tingkat 
pabrikan maka PPnBM tidak dikenal adanya kredit pajak masukan. 
PPnBM dihitung berdasarkan tarif PPnBM dikalikan dengan dasar 
pengenaan pajaknya. Tarif PPnBM adalah serendah-rendahnya 10% dan 
paling tinggi 200% tergantung jenis BKPTM sehingga diatur dalam 
keputusan Menteri keuangan. 
PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKPTM di 
dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKPTM yang diekspor atau 
dikonsumsi diluar daerah pabean, dikenakan PPnBM dengan tarif 0%. 
PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKPTM yang diekspor tersebut 
dapat diminta kembali. 
2.3.1 Pemungutan, pelunasan, Dan pelaporan 
Pemungutan, pelunasan dan pelaporan PPnBM, pada 
dasarnya, dilakukan bersamaan dengan pemungutan, pelunasan dan 
pelaporan PPN. Pemungutan PPnBM menggunakan dokumen yang 
sama dengan PPn yaitu faktur pajak, pada saat dan tempat yang juga 
sama. Pelaporan PPnBM dilakukan untuk setiap masa (bulan) dengan 
jalan menyerahkan surat Pemberitahuan Masa PPnBM kepada kantor 
pajak di mana importer atau pabrikan yang bersangkutan terdaftar. 
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Surat pemberitahuan Masa PPnBM di buat dab diserahkan 
bersamaan dengan surat pemberitahuan Masa PPN. 
2.3.2 Mekanisme pajak pertambahan Nilai dan pajak Penjualan Barang 
Mewah 
PPn dan PPnBM yang dipungut bendaharawan pemerintah, 
harus disetor selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan takwin 
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan harus dilaporkan 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa Pajak 
berakhir dan harus dilaporkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari 
setelah Masa Pajak berakhir. 
2.3.3 Dasar pertimbangan Pengenaan PPnBM 
Ada 4 (empat) hal yang mendasari mengapa PPnBM harus ada 
antara lain: 
a. Perlu keseimbangan pembenaan pajak antara konsumen yang 
berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan 
tinggi. 
b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena 
Pajak yang tergolong Mewah. 
c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atatu 
tradisional. 
d. Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara. 
2.3.4 Pengertian menghasilkan 
PPnBM dikenakan pada saat pengusaha yang menghasilkan 
BKP Mewah menyerahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam 
pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut : 
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a. Merakit : menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang 
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit 
mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan dicampur 
bahan lain atau tidak; mencampur : mempersatukan dua atau 
lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu lebih barang lain. 
b. Mengemas : menempatkan suatu barang kedalam suatu benda 
yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk 
meningkatkan pemasarannya. 
c. Membotolkan : memasukkan minuman atau benda cair kedalam 
botol yang ditutup menurut cara tertentu. 
2.3.5 Tarif, kelompok dan jenis BKP Mewah 
Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang PPN nomor 18 Tahun 2000, 
ditentukan: 
a. Tarif penjualan pajak atas barang mewah adalah paling rendah 
10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (Dua ratus persen). 
b. Ekspor barang kena pajak yang tergolong barang mewah di 
kenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). 
c. Ketentuan mengenai kelompok barang kena pajak yang tergolong 
mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan 
tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
d. Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajakpenjualan 
atas barang mewah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur 
dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 
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2.4 Akuntansi Pajak untuk PPN dan PPnBM 
2.4.1 Akuntansi PPN 
Akuntansi PPN ditujukan untuk perhitungan PPN dan pelaporan 
nya dalam SPT, sehingga cakupan nya meliputi: 
a. Pencatatan harga perolehan dan penyerahan BKP 
b. Kewajiban melakukan pencatatan  
c. Kewajiban Wajib Pajak ( WP ) yang memilih norma perhitungan 
penghasilan bersih. 
d. Teknik pembukuan  
e. Perlakuan atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. 
Terdapat 2 cara pembukuan dalam akuntansi, yaitu metode 
faktur dan metode kas. Metode faktur mencatat PPN terutang saat 
faktur dikeluarkan, dipakai oleh PKP yang telah dikukuhkan. Metode 
kas mencatat PPN terutang pada saat penerimaan pembayaran, tanpa 
tergantung pada pembuatan faktur, di gunakan oleh perusahaan yang 
tidak atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Dalam catatan pembukuan, 
perlu dilakukan pemisahan atas : 
a. Jumlah harga perolehan atau nilai pengganti  
b. Jumlah harga jual atau nilai penganti 
c. Nama barang dan satuan nya. 
d. Jumlah harga jual selain BKP ( seperti hasil bumi, perikanan, dan 
kehutanan. 
e. Jumlah harga jual BKP yang dikenai PPnBM 
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Contoh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan swasta 
kepada entitas pemerintah  
 Pt. ABC menjual alat tulis kantor kepada Dinas Pemerintah, senilai Rp. 
74.432.000,-netto diterima kas setelah memperhitungkan pajak terkait sesuai 
dengan ketentuan perpajakan. 
Jurnal   Perusahaan Swasta 
  Piutang  83.122.030,- 
   Penjualan 75.565.482,- 
   PPN Keluaran   7.556.548’- 
 
  Kas    74.432.000,- 
  PPN Keluaran       7.556.548,- 
  Uang Muka PPh22    1.133.482,- 
   Piutang  83.122.030,- 
Perhiutngan : 
- Harga Jual ATK (DPP PPN) 100/98,5 x 74.432.000 = 75.565.482 
- PPN  10% x 75.565.548 = 75556548 
- PPh Pasal 22   1,5% x 75.565.482 = 1.133.482  
 
Jurnal Entitas Pemerintah 
 Belanja ATK   83.122.030,- 
  K a s     74.432.000,- 
  Hutang PPN    7.556.548,- 
  Hutang PPh 22   1.133.482,-  
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2.4.2 Akuntansi PPnBM 
Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah ( PPnBM ) dengan Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ). Untuk itu 
perlu diperhatikan DPP nya apakah harga jual, nilai impor, nilai 
pengganti, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri 
Keuangan.  
Rumus yang digunakan: 
   
   
Contoh : 
Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 10% dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) 30%, sebesar Rp 
140.000.000,- 
      t         x  harga atau pembayaran atas penyerahan BKP 
110 +  t 
t =  besaran tarif PPnBM 
 
      30          x   Rp 140.000.000,-  = Rp 30.000.000,- 
 110 + 30 
Contoh lain nya apabila harga jual mobil ( DPP ) Rp 280.000.000,- 
PPnBM terutang ( tarif 30% )             = 30% x Rp 280.000.000,-  
                                                            = Rp 84.000.000.,- 
PPnBM Bukan Kredit Pajak 
 
 
 
  PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak 
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Kasus I ( PPN yang dipungut oleh Badan Swasta ) 
 
PT. Amrico Jaya Jakarta yang beralamat di Jl. Juanda No.1 Jakarta Selatan, 
NPWP : 02.133.222.1.041.000 pada bulan november 2009 membeli alat – alat 
kantor untuk keperluan operasional nya sebagai berikut : 
1.      Pada tanggal 5 November 2009 membeli 10 unit pesawat telex dari toko 
Elektronik yang beralamat di Jl. Cik Ditiro No. 7 Jakarta NPWP : 
04.873.111.3.041.000 dengan harga Rp 9.100.000 / unit ( harga ini termasuk 
PPN 10%, Discoun 20% ) 
2.      Pada tanggal 15 November 2009 membeli 5 set AC untuk ruang kepala 
bagian dari took AC yang beralamat di Jl. Ring Road No.98 Jakarta Selatan 
NPWP : 04.712.333.2.041.000 dengan harga Rp 4.800.000 / unit ( harga 
tersebut termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% ) 
3.      Pada tanggal 29 November 2009 membeli 1000 box kabel dengan harga 
per box Rp 500.000 dari PT. Kabelindo Persada, yang beralamat di Jl. 
Kemerdekaan No. 101 Jakarta Selatan, NPWP : 01.331.224.1.022.0000 ( 
harga tersebut tidak termasuk PPN ) tetapi ditambah ongkos angkut 10% 
yang ditanggung oleh pembeli. 
 
 
Jawab : 
1. 10 unit pesawat telex @Rp 9.100.000                           Rp 91.000.000 
Disc 20% x Rp 91.000.000                                           Rp18.200.000  - 
                                                                                  Rp 72.800.000 
DPP   100   x Rp 72.800.000                                Rp 66.181.818 
      110 
 
PPN 10% x Rp 66.181.818                                   Rp  6.618.181 
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2. 5 set AC @Rp 4.800.000                                     Rp 24.000.000 
DPP   100    x Rp 24.000.000                               Rp 20.000.000 
          120 
 
PPN 10% x Rp20.000.000                                    Rp   2.000.000 
PPnBM 10% x Rp 20.000.000                              Rp   2.000.000   + 
                                                                              Rp 24.000.000 
 
3. 1000 box kabel @Rp 500.000                              Rp 500.000.000 
PPN 10 % x Rp 500.000.000                                Rp   50.000.000  + 
Total harga barang                                                Rp 550.000.000 
Ongkos 10% x Rp 500.000.000                            Rp   50.000.000  + 
Total yang harus dibayar                                       Rp 600.000.000 
 
Kasus II ( PPN yang dipungut oleh Instanti Pemerintah ) 
Dinas P & K Jakarta Selatan beralamat di Jl. Bendi No.10 Jakarta Selatan NPWP 
: 02.133.224.1.022.0000 pada bulan Agustus 2009 membeli alat – alat kantor 
untuk keperluan operasional nya sebagau berikut : 
1.      Pada tanggal 10 Agustus 2009 membeli 10 unit alat laboratorium dari PT. 
Santosa yang beralamat di Jl. Cik DitiroNo.9 Jakarta Selatan NPWP : 
04.873.111.3.041.000 dengan harga Rp 5.000.000 / unit ( harga ini termasuk 
PPN 10% ) 
2.      Pada tanggal 15 Agustus 2009 membeli 6 unit AC untuk ruang kantor dari 
PT. Santosa yang beralamat  di Jl. Cikokol Raya No.12 Serpong NPWP : 
04.712.333.2.041.000 dengan harga Rp 6.000.000 / unit 
3.      Pada tanggal 25 Agustus 2009 membeli barang elektronik dari PT. 
Elektronik Nusantara yang beralamat di Jl. Serpong Raya No.10 Tengerang 
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NPWP : 04.897.224.2.071.000 senilai Rp 130.000.000 ( harga ini termasuk 
PPN 10% dan PPnBM 20% ) 
 
Dari kasus diatas, saudara diminta:  
a.       Menghitung besar nya PPN dan PPnBM dan siapa yang memotong dan 
menyetorkan nya 
b.      Berapa jumlah yang harus dibayar kepada rekanan penjual barang  
 
Jawab : 
1.      10 unit alat laboratorium @Rp 5.000.000            Rp 50.000.000 
DPP     100     x  Rp 50.000.000                           Rp 45.454.545 
             110 
 
PPN 10% x Rp 45.454.545                                   Rp   4.545.454 
 
2.      6 unit AC @Rp 6.000.000                                    Rp 36.000.000 
PPN 10% x Rp 36.000.000                                   Rp   3.600.000    - 
Yang di bayar pemerintah kapada kontraktor       Rp 32.400.000 
 
3.      Harga barang Elektronik                                       Rp 130.000.000 
DPP   100   x Rp 130.000.000                             Rp 100.000.000       
       130 
 
 ( yang harus di bayar  oleh pemerintah kepada kontraktor ) 
PPN 10% x Rp 100.000.000                                  Rp 10.000.000 
PPnBM  20% x Rp 100.000.000                            Rp 20.000.000 
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Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah di bayar pada 
waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong 
mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai 
Maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang di pungut 
berdasarkan undang – undang PPN dan PPnBM. 
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada 
setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya 
dipungut pada tingkat penyerahan  oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah atau barang 
impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, 
Pajak penjualan atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak 
Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak 
Panjualan atas Barang Mewah dapat ditambahkan kedalam harga 
Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya 
sesuai ketentuan perundang – undangan Pajak Penghasilan. 
Jadi rosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN masukan 
dan PPN keluaran) kedalam buku besar berdasarkan pencatatan yang 
ada dijurnal. Buku besar dibuat berikut : 
 
      Tabel 2.1 
Contoh Buku Besar PPN Masukan 
Keterangan / 
Tgl 
REF Debet Kredit Saldo 
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Tabel 2.2 
Contoh Buku Besar PPN Keluaran 
Keterangan / 
Tgl 
REF Debet Kredit Saldo 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancagan Penelitian 
Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka 
metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu : analisis deskriptif 
kompratif yaitu suatu analisis yang menguraikan perbandingan mekanisme 
penyelenggaraan pelaporan PPN dan PPnBM yang diterapkan dalam Dinas 
dengan mekanisme penyelenggaraan pelaporan PPN dan PPnBM menurut 
Undang-undang Perpajakan 1984 dan perubahannya. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini berlokasi pada Dinas Bina Marga  Provinsi sulawesi 
Selatan yang beralamat di jalan Andi pangerang Pettarani No. 90 Makassar. 
Sementara waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian kurang lebih 
5 bulan. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder, yang berarti: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Dinas Bina 
Marga Provinsi Sul-Sel yang memahami langsung. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 
pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini 
meliputi: sejarah, lokasi, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk 
penelitian ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan 
pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau 
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang akurat, maka metode pengumpulan 
data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengambilan data informasi 
yang relevan, yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 
semua proses yang terjadi di dalam instansi. 
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada 
pejabat terkait sehingga diperoleh data yang akurat dan relevan. 
3. Dokumentasi, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
dokumentasi untuk memperoleh data yang dianggap perlu sesuai 
dengan objek penelitian. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan 
penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena 
dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode  analisis 
deskriptif kompratif 
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3.6 Tahap-Tahap Penelitian 
3.6.1 Pengumpulan Data  
Mengumpulkan data terkait penyelenggaraan mekanisme PPN 
dan PPnBM pada Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel. Data tersebut dari 
dokumen dan wawancara mendalam. 
3.6.2 Reduksi Data 
Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang terkait 
pada objek peneliti, mengfokuskan pada hal-hal yang penting,mencari 
tema dan pola data, serta membuang data yang tidak diperlukan. 
3.6.3 Tampilan (Display) Data 
Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang 
terjadi, melanjutkan rencana kerja didasarkan apa yang telah 
dipahami. Penyajian data dalam penelitian dalam bentuk uraian, 
gambaran, bagan, mekanisme dll. 
3.6.4 Pembuatan Kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang 
mekanisme penyelenggaraan pelaporan PPN dan PPnBM oleh Dinas 
Bina Marga yang sebelumnya belum nampak apakah mekanisme yang 
dilakukan sesuai dengan UU atau belum, sehingga setelah diteliti 
menjadi jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan 
Visi 
" Terwujudnya Jaringan Jalan Yang Berkualitas Dan Berwawasan 
Lingkungan " 
Misi 
1. Menyiapkan Prasarana Jalan yang berkualitas untuk mendukung 
keseimbangan pembangunan antar kawasan, Kota dan Desa. 
2. Membuka Daerah terisolir dan strategis dalam upaya Peningkatan 
Aksesibilitas. 
3. Menyiapkan Prasarana Jalan untuk mendukung program perkuatan 
integrasi ekonomi antar provinsi di Sulawesi. 
4. Memberikan Pelayanan transportasi jalan yang efisien aman dan 
nyaman. 
5. Menjadikan masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai 
pengguna jalan. 
6. Menjadikan lingkungan sebagai aspek utama dalam pembangunan 
jalan. 
7. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dibidang 
prasarana jalan. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan 
Struktur satuan instansi di buat dengan maksud agar tujuan 
Instansi dapat dicapai dengan baik.  Karena perannya yang begitu 
penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab bagi setiap 
bagian yang terdapat dalam satu Instansi. Dengan adanya struktur 
organisasi maka setiap karyawan dapat memaksimalkan tugas dan 
tanggung jawab dengan sangat baik. 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan 
 
. 
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(Job Description): 
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dalam Struktur Organisasi Dinas Bina Marga 
Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Kepala Dinas 
a. Dinas Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan urusan di bidang kebinamargaan 
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) 
Kepala Dinas mempunyai fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknik dibidang kebinamargaan meliputi 
bina teknik, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan 
jalan dan jembatan, pengujian dan pengembangan teknologi. 
2. Penyelenggaraan urusan bina teknik pembangunan jalan dan 
jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengujian dan 
pengembangan teknologi. 
3. Pembinaan dan penyelenggaraan dibidang kebinamargaan 
meliputi, bina teknik, pembangunan jalan dan jembatan, 
pemeliharaan jalan dan jembatan, pengujian dan 
pengembangan teknologi, dan 
4. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang 
tugasnya. 
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2. Sekretariat 
a. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok 
mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta 
penyusunan program dalam lingkungan Dinas Bina Marga. 
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), 
Sekretaris mempunyai fingsi : 
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, 
2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian, 
3. Pengelolaan administrasi keuangan, 
4. Pengkoordinasikan dan penyusunan program kerja serta 
pengolahan dan penyajian data, 
5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, 
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
 
3. Bidang Bina Teknik 
a. Bidang Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis, 
pengembangan dasar-dasar perencanaan, penyusunan 
prioritas jaringan jalan dan jembatan, penyusunan analisa 
dampak lingkungan dan dampak social budaya, rencana umum 
pengembangan jalam provinsi dan melaksanakan pengawasan, 
pemantauan dan pemanfaatan jalan. 
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1), 
Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi : 
1. Perencanaan dan pengawasan teknis, 
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2. Penyusunan analisa dampak lingkungan dan dampak 
social, 
3. Pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan data dan 
pemetaan, 
4. Pengawasan pemanfaatan jalan, 
5. Penyusunan rencana umum pengembangan 
jaringannjalan, fungsi dan status jalan privinsi, 
6. Pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi, 
7. Pendataan dan penyusunan harga satua pokok kegiatan 
dan harga satuan kontrak, 
8. Penyusunan prioritas  penanganan jaringan jalan dan 
jembatan provinsi, 
9. Pelaksanaan justifikasi teknis, 
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
 
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 
f. Bidan Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala 
Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan 
pengelolaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan 
provisi. 
g. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1), 
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai 
fungsi : 
1. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, 
2. Penyusunan usulan program pembangunan jalan provinsi, 
3. Pembinaan pengadaan jasa konstruksi, 
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4. Pengumpulan data penialaian jasa konstruksi, 
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindakan turun 
tangan terhadap pelaksanaan konstruksi jalan dan 
jemabatan provinsi, 
6. Peaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis, 
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pengembangan 
Jasa Konstruksi Daerah (LPJK) daerah dan lembaga 
lainnya. 
8. Pelaksanaan tugas  kedinasan lain sesuai bidang 
tugasnya. 
 
5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
a. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala 
BIdang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan 
pengelolaan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan 
provinsi, pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian peralatan 
dan bahan jalan serta penaggulangan bencana alam. 
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1), 
Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai 
fungsi : 
1. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, 
2. Penyusunan usulan program pemeliharaan jalan dan 
jembatan, 
3. Penyusunan rencana penggunaan peralatan, 
4. Penyusunan rencana penggunaan bahan jalan, 
5. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam 
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6. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, 
7. Pengendalian penggunaan peralatan dan pemakaian bahan 
jalan, 
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
 
6. Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi 
a. Bidang Pengujian dan Pengembangan TEknologi dipimpin oleh 
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pembinaan, pengelolaan, penelitian dan pengujian mutu 
konstruksi jalan/jembatan serta pengkajian dan pengembangan 
teknologi. 
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1), 
Kepala Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi 
mempunyai fungsi : 
1. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi jalan dan 
jembatan, 
2. Pelaksanaan rekayasa engineering serta penelitian lebih 
lanjut, 
3. Pelaksanaan formulasi dan konposisi Design Mix Formula 
(DMF) dan Job Mix Formula (JMF), 
4. Pembinaan dan evaluasi serta menetapkan kesesuaian 
hasil pelaksanaan dengan spesifikasi teknis, 
5. Penyusunan pedoman operasioanl penyelenggaraan jalan 
provinsi, 
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6. Pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan 
teknologi bidang jalan serta evaluasi terhadap umur 
layanan, 
7. Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk 
jalan kabupaten/desa dan jalan kota, 
8. Pemetaan lokasi quarry, 
9. Pelaksanaan survei indentifikasi aderah rawan bencana 
dan struktur lapisan tanah, 
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
11. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan. 
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan. 
 
4.2 Pembahasan Data Penelitian 
4.2.1 Mekanisme penyelenggaraan PPN dan PPnBM 
a. Kelengkapan Adiministrasi 
Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh Bendaharawan 
Dinas Bina Marga selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan 
berikutnya, sebelumnya, para penyedia jasa dalam hal ini para 
penyedia barang harus membuat dan mengisi SSP (surat setoran 
pajak) yang mempunyai lampiran sebanyak 5 rangkap yang mana 
peruntukan tiap rangkap sebagai berikut : 
1. Rangkap pertama sebagai arsip bagi rekanan / penyedia jasa 
atau barang. 
2. Rangkap kedua dan keempat disetor ke Bank Persepsi dalam 
hal ini adalah Bank SulSelbar. 
40 
 
 
 
3. Rangkap ketiga disetor ke KKP (kantor pelayanan pajak). 
4. Dan rangkap kelima sebagai arsip bagi bendaharawan 
pemerintah setelah penyedia barang telah melampirkan SSP, 
Bendaharawan Dinas kemudian mengisi Surat Pemberitahuan 
Masa PPN formulir 1107 PUT, dan lampiran I 1107 PUT. 
Contoh formulir kosong 1107 PUT dan lampiran 1107 PUT I 
terlampir. 
b. Pengisian SPT masa PPN 
Dinas mencatat seluruh pemotongan PPN dalam Surat 
Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) bentuk fomulir 1107 
PUT dan pada lampiran I 1107 PUT I dengan bentuk dan isi SPT 
Masa PPN sebagai berikut : 
1. Induk SPT Masa PPN bagi pemungut PPn, dan 
2. Lampiran SPT masa PPN bagi pemungut PPN, baik dalam hal 
bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik. 
Yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal 
SPT Masa PPN bagi pemungut PPN disampaikan oleh 
Bendaharawan Pemerintah maka yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan adalah Induk SPT Masa PPN bagi pemungut PPN dan 
lampitan I SPT Masa PPN  (Formulir 1107 PUT I). dalam hal SPT 
Masa PPN bagi pemungut PPN disampaikan oleh selain 
bendaharawan pemerintah maka yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan adalah induk SPTMasa PPN bagi pemungut PPN 
lampiran 2 SPT Masa PPN bagi pemungut PPN (formulir 1107 PUT 
2). Penomoran kode dan nama formulir SPT Masa bagi pemungut 
PPN adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Kode dan Nama Formulir SPT Masa Bagi Pemungut PPN 
No Kode Formulir Nama Formulir Keterangan 
1 1107 PUT 
 (F.1.2.32.02) 
Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak 
Pertambahan Nilai 
(SPT MASA PPN) 
Bagi Pemungut PPN 
Induk SPT Masa 
PPN Bagi Pemungut 
PPN 
2 1107 PUT 1 
 (D.1.2.32.03) 
Lampiran 1 –Daftar 
PPN Dan PPnBM 
yang dipungut Oleh 
Bendaharawan 
Pemerintah 
Lampiran SPT Masa 
PPN Bagi Pemungut 
PPN dalam bentuk 
formulir kertas (hard 
copy)atau data 
elektronik 
3 1107 PUT 2 
 (D.1.2.32.02) 
Lampiran 2 –Daftar 
PPN dan PPnBM 
Yang Di Pungut Oleh 
Selain Bendaharawan 
Pemerintah 
Lampiran SPT Masa 
PPN Bagi Pemungut 
PPN dalam bentuk 
formulir kertas (hard 
copy) atau data 
elektronik 
 
 
4.2.2  Laporan pemungutan PPN 
Berikut laporan bulanan selama tujuh bulan mulai dari bulan juni 2012 
sampai bulan Desember 2012 
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Bulan Juni 2012 
Pada bulan juni jumlah PPN yang  dipungut oleh bendaharawan 
pemerintah pada formulir 1107 PUT adalah sebanyak 20 (dua puluh). 
Total keseluruhan jumlah DPPnya adalah Rp. 80.954.432,- sehingga 
PPN yang dipungut sebesar Rp. 8.095.443,-  
Bulan Juli 2012 
Pada bulan juli jumlah kegiatan yang dipungut PPN oleh 
bendaharawan naik  24 (dua puluh empat) lembar dari bulan juni 
sampai  juli adalah 54 (Lima puluh empat ), dengan total keseluruhan 
DPPnya adalah Rp. 111.726.819 sehingga PPN jumlahnya adalah 
Rp. 11.172.682,-  
Bulan Agustus 2012 
Untuk bulan Agustus kegiatan yang dipungut PPN sebanyak 26 (dua 
puluh enam), sedangkan total keseluruhan DPP sebesar Rp. 
194.116.993,- jadi jumlah PPN adalah Rp. 19.411.701,- jangka waktu 
penagihan pada bulan ini cenderung lebih singkat, mulai tanggal 20 
Agustus 2012 sampai tanggal 24 Agustus 2012. Formulir 1107 PUT. 
Bulan September 2012 
Pada bulan September ada 23 (dua puluh tiga) kegiatan Dinas yang 
telah dipungut PPN. Ini berarti ada penurunan jumlah kegiatan 
sebanyak 3 dari bulan lalu. Adapun jumlah DPP sebesar Rp. 
143.253.543 sehingga PPN yang dipungut sesuai formulir 1107 PUT 
adalah Rp. 14.325.355  
Bulan Oktober 2012 
Pada bulan Oktober adalah bulan yang pungutan PPN-nya yang 
sama dengan bulan sebelumnya sebanyak 23  (dua puluh tiga) 
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kegiatan, sedangkan jumlah DDP pada formulir 1107 PUT adalah Rp. 
184.805.727,- adapun PPN nya sebesar Rp. 19.076.674,-  
 
Bulan November 2012 
Untuk bulan November Dinas mencatat 35 (tiga puluh lima) lembar 
SPT Masa. Adapun total keseluruhan DPP-nya adalah Rp. 
119.378.218 sehingga PPN sama dengan Rp. 11.937.821 
Bulan Desember 2012 
Pada bulan Desember Bendaharawan Pengeluaran mencatat ada 83 
(delapan puluh tiga) lembar SPT Masa, jumlah ini adalah yang 
terbesar diantara enam bulan lainnya dengan jumlah DPP Rp. 
886.980.036 dan PPN-nya sebesar Rp. 88.697.999. 
Sehingga jumlah PPN yang di dipungut dan kemudian 
dilaporkan oleh Dinas PSDA selama tujuh bulan mulai dari bulan Juni 
2012 sampai dengan Desember 2012 adalah 234 lembar SPT Masa 
dengan nilai Rp. 172.717.675 
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Tabel 4.2 
Laporan PPN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan 
selama 7 Bulan 
No Bulan Jumlah SPT MASA 
(lbr) 
Jumlah PPN yang 
dipotong (Rp.) 
1 Juni 20 8.095.443 
2 Juli 24 11.172.682 
3 Agustus 26 19.411.701 
4 September 23 14.325.355 
5 Oktober 23 19.076.674 
6 Nopember 35 11.937.821 
7 Desember 83 88.697.999 
Total 234 172.717.675 
   (sumber : data diolah 2012) 
h. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
Cara penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk tiap 
kegiatan adalah menggunakan rumus DPP= Nilai Kontrak x 
100/110. Rumus ini digunakan karena pada lembar lampiran 1107 
PUT 1 terdapat kolom yang berisi DPP perkegiatan. Sedengkan 
pada nilai kontrak yang tercantum pada SSP sudah termasuk 
didalamnya PPN yang di pungut, sehingga harus dicari dulu 
berapa DPP yang sebetulnya. 
Contoh Perhitungan : 
Untuk kontrak dari CV. Agung pada bulan juni nilai kontrak 
kegiatanya sebesar Rp. 1.994.000 
Maka DPPnya sebesar Rp. 1.994.000 x 100/110 = Rp. 1.812.727,- 
setelah DPPnya diketahui maka PPN yang di potong untuk 
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kegiatan ini adalah Rp. 1.812.727,- x 10% = 181.273,- atau 
dibulatkan menjadi Rp. 181.273,-. Untuk kontrak dari PT. 
Nusantara Mandiri pada bulan Juli nilai kontrak kegiatanya 
sebesar Rp. 3.995.000,- 
Maka DPPnya sebesar Rp. 3.995.000,- x 100/110 = Rp. 3.631.818 
maka PPN sebesar Rp. 3.631.818 x 10% = Rp. 363.181,80 
Untuk kontrak dari CV. Mata Bumi pada bulan Agustus nilai 
kontrak sebesar Rp. 2.916.000,- 
Maka DPPnya sebesar sebesar Rp. 2.916.000,- x 100/110 = Rp. 
2.650.909 maka PPN sebesar Rp. 2.650.909 x 10% = Rp. 
265.091 
Untuk kontrak dari CV. Berlian pada bulan September nilai kontrak 
sebesar Rp 8.745.000,- 
Maka DPPnya sebesar Rp. 8.745.000 x 100/110 = Rp. 7.950.000 
maka PPN sebesar Rp. 7.950.000 x 10% = Rp. 795.000 
Untuk kontrak CV. Indra Pratiwi pada bulan Oktober nilai kontrak 
sebesar Rp. 3.574.000 
Maka DPPnya sebesar Rp. 3.574.000 x 100/110 = Rp. 3.249.091, 
sehingga PPN sebesar Rp. 3.249.091 x 10% = Rp. 324.909 
Untuk kontrak dari CV. Karya Buntu Lobo pada bulan November 
nilai kontrak sebesar Rp. 3.000.000 
Maka DPPnya sebesar Rp. 3.000.000 x 100/110 = Rp. 2.727.273, 
sehingga PPN sebesar Rp. 2.727.273 x 10% = Rp. 272.727 
Untuk kontrak dari CV. Arnus pada bulan Desember nilai kontrak 
sebesar Rp. 2.700.000 
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Maka DPPnya sebesar Rp. 2.700.000 x 100/110 = Rp. 2.454.545, 
sehingga PPN sebesauir Rp. 2.454.545 x 10% = Rp. 245.455 
Berikut disajikan table contoh perhitungan PPN yang dipungut 
oleh bendaharawan pemerintah dalam hal ini Dinas Bina Marga 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Tabel 4.3 
Contoh Perhitungan PPN Dinas Bina Marga 
No Nama Rekanan Nilai Kontrak DPP (NKx100/110) PPN 
10% 
1 CV. Agung 1.994.000 1.812.727 181.273 
2 PT. Nusantara Mandiri 3.995.000 3.631.818 363.181 
3 CV. Mata Bumi 2.916.000 2.650.909 265.091 
4 CV. Berlian 8.745.000 7.950.000 795.000 
5 CV. Indra Pratiwi 3.574.000 3.249.091 324.909 
6 CV Karya Buntu Lobo 3.000.000 2.727.273 272.727 
7 CV. Arnus 2.700.000 2.454.545 245.455 
 
Pada Bab II terdahulu dijelaskan bahwa dalam hal pajak 
pertambahan nilai telah menjadi bagian dari harga atau 
pembayaran atas penyerahan barang kena pajak, maka 
pertambahan nilai yang terutang adalah 10/110 dari harga atau 
pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau 
penyerahan jasa kena pajak. Jika pada contoh diatas, nilai kontrak 
sebesar Rp. 8.745.000,- maka besar PPN yang terutang Rp. 
8.745.000,- x 10/110 = Rp. 795.000,- namun sebenarnya sama 
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saja, karena rumus 100/110 yang digunakan oleh bendaharawan 
Dinas Bina Marga untuk mempermudah dan memperjelas kalau 
ini dari laporan PPN yaitu berapa DPP kontrak dan berapa PPN 
yang terutang. 
4.2.3 Pembahasan Pelaporan PPN 
Data yang berhasil di peroleh dalam penelitian ini berasal 
dari Bendaharawan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi 
Sulawesi Selatan. Data berupa laporan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Pembelian Barang Mewah selama 7 (tujuh) bulan mulai 
dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012. 
Terdiri dari 234 (dua ratus tiga puluh empat) lembar laporan per 
kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan 
pengadaan pasilitas, sarana dan prasarana dalam lingkup dinas 
yang telah di tunjuk oleh pemerintah. 
 Sumber dana pada data penelitian ini adalah APBD, 
dimana Pemerintah Sulawesi Selatan memberi kebijakan pada 
dinas untuk menggunakan anggaran sabaik-baiknya demi 
meningkatkan kinerja jajaran dinas agar meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam tingkat Dinas Bina Marga 
dengan anggaran APBD, Dinas tidak menyelenggarakan 
pemungutan dan pelaporan PPnBM. Adapun pembelian barang 
mewah seperti kendaraan bermotor yang digunakan dalam 
lingkup Dinas Bina Marga, pemungutan dan pelaporan PPnBM 
nya dilakukan langsung di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dinas hanya diberi tanggung jawab dalam hal 
pemeliharaan dan perawatan kendaraan. 
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 Setiap pembelian barang yang dilakukan Dinas, selain 
PPN yang dipungut, Dinas juga memotong PPh 22 sebesar 1.5% 
dari DPP PPN barang tersebut. Begitu pula dengan pemungutan 
atas jasa yang dilakukan Dinas, selain pemungutan PPN, Dinas 
juga melakukan pemotongan PPH 23 sebesar 2,5%dari DPP PPN 
jasa tersebut. 
 Namun untuk jasa kontraktor yang diselenggarakan di 
tingkat Dinas Bina Marga, bendaharawan tidak melakukan 
pemungutan PPN, karena pemungutan tersebut telah dilakukan 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini 
kontraktor hanya mengurus kelengkapan administrasi dan 
konsultasi mengenai pekerjaan pada Dinas, sehingga tidak 
sekalipun pernah memotong PPN pada kegiatan kontruksi ini. 
 Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Bina Marga Provinsi 
Sulawesi Selatan secara umum telah membuat laporan 
pemungutan PPN sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi masih dapat diselesaikan 
dengan baik oleh bendaharawan pemerintah. 
Kendala-kendala tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 
1. Masih ada kontraktor atau penyedia jasa dan barang yang tidak 
membuat laporan surat setoran pajak sendiri sesuai dengan 
system yang berlaku yaitu self assessment system. 
2. Format bentuk laporan PPN yang sering berubah membuat 
bendaharawan pemerintah harus selalu melakukan konsultasi 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak secara teratur. 
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3. Format yang di gunakan Dinas Bina Marga masih menggunakan 
format SPT 1107 Bukan SPT 1111 dikarenakan pada saat 
pengambilan formulir di kantor pajak masih di berikan format yang 
lama. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas yang 
telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka bab ini penulis menarik 
simpulan sebagai berikut. 
1. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyelenggarakan 
pemungutan PPnBM. Adapun pembelian kendaraan dinas dalam 
lingkup Bina Marga, PPnBM-nya telah dipotong pada tingkat 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan tidak memotong PPN dari 
jasa kontraktor / rekanan yang mengerjakan proyek di tingkat provinsi, 
karena telah lebih dulu dipotong dan dilaporkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan 
mekanisme pelaporan PPN sesuai dengan Undang-Undang yang 
berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 
1984 dan perubahannya. 
4. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaporan 
pajaknya masih menggunakan Formulir SPT 1107 bukan Formulir SPT 
1111 dikarenakan pada saat pengambilan formulir di kantor pajak 
masih memberikan formulir tersebut dan masih bisa diguanakan 
sesuai dengan tanda terima pada saat pelaporan PPN pada kantor 
pelayanan pajak.  
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5.2 Saran 
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemotongan dan pelaporan 
PPN pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis 
mengemukakan saran sebagai berikut. 
1. Mengupayakan agar para penyedia barang dapat mengisi SSP tepat 
waktunya, sehingga dapat dengan cepat menghitung dan melaporkan 
PPN. 
2. Mengikuti setiap saat perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku 
terutama di bidang Pajak Pertambahan Nilai. 
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Lampiran 2 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
PETUNJUK: 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan 
kuesioner terstrutur dan wawancara tertutup, namun menggunakan observasi 
dan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumentasi untuk 
mendapatkan data sekunder. 
 
DATA DOKUMEN 
Adapun data-data dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Sejarah PT Bank Sulselbar Syariah; 
2. Visi, Misi, dan Tujuan Bank Sulselbar Syariah; 
3. Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Syariah (Kantor Cabang Syariah 
Makassar); 
4. Alamat, Telp., E-mail, Website Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar; 
5. Produk-Produk Bank Sulselbar Syariah. 
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